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Perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilakukan secara agama sgja atau hanya di depan pemuka
agama. Persoalan mengenai perkawinan siri memang masih menimbulkan pro dan kontra. Satu pihak ada
yang beranggapan perkawinan seperti itu boleh sgja dilakukan, di pihak lain meragukan ke absahannya.
Sistem hukum Indonesia tidak mengenal adanya istilah perkawinan siri sertatidak mengatur secara khusus
mengenal perkawinan siri dalam sebuah peraturan. Namun, secara umum, istilah ini diberikan bags
perkawinan yang tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah. Bagaimana status perkawinan siri dimata
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta akibat hukumnya terhadap istri yang
dinikahi dan anak yang dilahirkan di dalam perkawinan siri, merupakan masalah yang diteliti dalam tulisan
ini.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis. Perkawinan siri menurut. Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan perkawinan yang tidak sah, karena perkawinan jenis
ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan yakni ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) mengenai pencatatan perkawinan. Sedangkan akibat
hukum terhadap istri, istri bukan merupakan istri sah dan karenanyatidak berhak atas nafkah dan warisan
dari suami sertatidak berhak atas harta gono-gini dalam hal terjadi perpisahan. Terhadap anak, statusnya
menjadi anak luar kawin dan karenanyaia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga
ibunya serta sewaktu-waktu ayahnya dapat menyangkal keberadaan anak tersebut, selain itu iatidak berhak
atas nafkah hidup, biaya pendidikan, serta warisan dari ayahnya. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2)
mengenai sahnya perkawinan dan kewajiban pencatatan perkawinan sebaiknya dituangkan ke dalam satu
pasal dan bagi yang ingin melakukan perkawinan tersebut dianjurkan untuk mengurungkan niatnya serta
bagi yang telah melakukannya dianjurkan untuk mencatatkan perkawinan dengan itsbat nikah atau
melakukan perkawinan ulang dan bagi yang non-1slam dianjurkan untuk melakukan perkawinan ulang.
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